PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP  DESENTRALISASI MELALUI UU NOMOR 32 TAHUN 2004 by Waas, Ruloff Fabian Yohanis
39 
 
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN 
MERAUKE DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP  DESENTRALISASI 
MELALUI UU NOMOR 32 TAHUN 2004 
 
1Ruloff Fabian Yohanis Waas 
1Ilmu Hukum, Fisip-Unmus 
 
ABSTRACT  
As the principle of local autonomy means respecting life according to 
regional history, culture and nature of their own, in a unitary state levels. Each 
area has a historical and special properties different from the history and nature of 
the other areas. As an illustration, the Merauke district government perposif 
selected for empirical legal research, with the consideration that the administration 
of Merauke district is one of the regional governments have accrued, functions 
and roles that align with other regional governments, in the ranks of government 
and system of the unitary Republic of Indonesia. Therefore this paper is a 
scientific research in the field of law, the method used is the method of legal 
research. 
Type of research is qualitative-descriptive legal research using the analytical 
approach legislation (statute approach) is to examine and analyze several laws 
relating to the topic and relevant to the issues to be investigated.  
Broadly speaking, the Act No. 32 of 2004 regulates more detail or details 
concerning the authority of each area to take care of their own region, as stated in 
the rationale of Law 32 of 2004 on Local Government which local authorities are 
expected to further improve the efficiency and effectiveness implementation of 
regional autonomy.  
Keywords: autonomy, public service  
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A. PENDAHULUAN 
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang be.rarti 
sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of 
Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self 
sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada 2 ciri hakikat dari 
otonomi yakni legal self sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya 
dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau 
the condition of living under one’s own laws. Jadi otonomi daerah adalah daerah 
yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan 
diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi 
daripada kondisi. Koesoemahatmadja berpendapat, Sarundajang (1999:33), 
bahwa: 
“Menurut perkembangan sejarah di Indonesia otonomi selain mengandung 
arti  perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan 
(bestuur)”. 
  
Dalam literatur Belanda otonomi berarti “pemerintahan sendiri” 
(Zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven (Sarundajang 1999: 33) dibagi atas 
zelfwetgeving (membuat Undang- undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan 
sendiri), zelfrechtspraak (mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindaki sendiri). 
Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbebas dari 
etimologinya, dikemukakan oleh Logeman yaitu kebebasan atau kemandirian, 
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu 
adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun 
pengertian Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa: 
“Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan 
khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan 
pemerintahan sendiri” Wajong (1975: 5).  
 
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar 
hukum pembentukan pemerintahan daerah, menghendaki pembagian wilayah 
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan 
dengan Undang-undang.  
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Soepomo menyatakan dalam Rozali Abdullah (2000: 11) bahwa: 
“Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional 
menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara 
kesatuan. Tiap daerah mempunyai histories dan sifat khusus yang berlainan 
dari riwayat dan sifat daerah lain”.  
 
Sirajudin, berpendapat bahwa otonomi bermakna kebebasan atau 
kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Di dalamnya terkandung aspek utama. 
Pertama, pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan suatu urusan. 
Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan dan 
menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, Sirajudin (1983: 23). 
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang dimaksud Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam, sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud 
dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah-daerah 
otonom. Mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai “peraturan 
sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/ kewenangan untuk membuat peraturan 
sendiri (seringkali juga disebut hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan atau 
legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi 
“pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau 
perundang- undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu 
juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah 
daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah 
tangganya sendiri. Josef Riwu Kaho (2003). Hal yang diatur dan diurus tersebut 
adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah 
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pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakannya sesuai dengan 
kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri.  
Teknik yang dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi 
urusan pemerintah pusat dan yang mana merupakan wewenang pemerintah 
daerah, adalah Sistem Otonomi Riil. Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau 
tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Karena 
pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan atas keadaan yang 
riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah 
bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat 
diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kemampuan dan 
keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi 
wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan 
kembali pada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah.  
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di atas 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam: 
a. Daerah Provinsi sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai 
wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 
12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas 
atau ke arah perairan kepulauan. Daerah Provinsi yang dahulu disebut 
Provinsi daerah Tingkat I sekarang disebut Provinsi.  
b. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, yaitu Daerah 
yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk 
menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II 
dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang berlaku selama ini diganti 
dengan sebutan Kabupaten atau Kota. 
 
Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) 
prinsip yang dipakai yaitu: 
1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.  
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan 
di  Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.  
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3. Asas Tugas Pembantuan dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten, daerah Kota dan Desa (Penjelasan Undang-Undang Umum 
Pemerintah Daerah). 
 
Sebagai ilustrasi, pemerintahan Kabupaten Merauke secara perposif dipilih 
sebagai lokasi penelitian hukum empiris, dengan pertimbangan bahwa 
pemerintahan Kabupaten Merauke merupakan salah satu pemerintahan daerah 
yang mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sejajar dengan 
pemerintahan daerah lainnya, dalam jajaran dan sistem pemerintahan negara 
kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula secara perposif ilustrasi obyek 
kajian dibatasi khusus eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembagian urusan dalam sistem pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi 
Kolusi Nepotisme (KKN). 
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Pendekatan Masalah 
Oleh karena penulisan ini merupakan penelitian ilmiah di bidang hukum 
maka metode yang digunakan  adalah metode penelitian hukum.  Tipe 
Penelitiannya adalah penelitian hukum kualitatif – deskriptif analitis dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan 
mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan 
dengan topik masalah yang akan diteliti. Selain itu juga dilakukan pendekatan 
dengan melakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang telah 
ada di kabupaten Merauke. Penelitian ini akan meneliti data primer  dalam bentuk  
data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai 
sampel dengan cara wawancara langsung maupun melalui sosialisasi dan diskusi 
panel. 
 
2. Bahan Hukum 
Penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) macam sumber hukum, bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.  
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1. Bahan Hukum Primer digunakan peraturan perundang-undangan. 
(pendekatan perundang-undangan / statute Approach)  yang 
berkaitan dengan otonomi daerah yang akomodatif dan partisipatif, 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 
2. Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku 
hukum, yang meliputi buku-buku teks hukum, kamus hukum, 
jurnal hukum dan makalah seminar yang berkaitan dengan  
otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang akomodatif dan 
partisipatif. 
 
3. Jenis Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden 
yang telah ditetapkan sebagai sampel dengan cara wawancara 
langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (Interview 
Guide). 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
a. Penelusuran literature yang terdiri dari ketentuan-ketentuan   
 mengenai kewenangan pembagian urusan daerah  (desentralisasi). 
b. Penelusuran literature yang terdiri dari ketentuan mengenai   
 mekanisme otonomi daerah dalam kontek hukum Pemda.  
 
4. Sumber Data 
1. Anggota DPRD selaku mitra pemerintahan daerah.  
2. Masyarakat dalam komunitas sosial (stakeholder).  
3. Aparatur pemerintahan daerah selaku jajaran pelayanan publik.  
 
5. Analisis Bahan Hukum 
Prosedur dan pengolahan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan 
dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, 
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan makalah seminar untuk memperoleh 
bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Kemudian 
disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan 
diidentifikasikan untuk digunakan sebagai bahan analisis. Berdasarkan hasil 
penelitian dan analisis akan ditarik suatu kesimpulan pembahasan rumusan 
masalah dan dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang bermanfaat dalam 
otonomi daerah melalui konsep desentralisasi yang akomodatif dan partisipatif.  
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
1. Dasar Hukum Otonomi Daerah 
Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah 
diatur kerangka landasannya dalam Undang- Undang Dasar 1945, antara lain 
adalah: 
a. Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: 
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.  
b. Pasal 18 yang menyatakan : 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yang 
tiap-tiap Provinsi, kabupaten, mempunyai pemerintahan daerah, yang 
diatur dengan undang-undang”. 
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ditetapkan antara lain : 
a. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Provinsi 
akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.  
b. Di daerah yang bersifat otonom (streek and localerecht 
gemeenshapper) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya 
menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. 
c. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan 
perwakilan daerah oleh karena di daerahpun pemerintahan akan 
bersendi atas dasar permusyawaratan.  
 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan gambaran bahwa 
besar dan luasnya daerah otonom, serta hubungan wewenang dengan Pemerintah 
Pusat dan Daerah dibatasi dengan menghindari daerah-daerah otonom yang 
menjadi negara dalam negara.  
Namun demikian, walaupun Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 tidak 
mengatur mengenai pemerintahan wilayah atau dekonsentrasi, sama sekali tidak 
mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau 
kurang penting mengingat dekonsentrasi adalah mekanisme untuk 
menyelenggarakan urusan pusat di daerah, Manan (1994: 160-161). 
Semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang sudah banyak 
Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan yang mengatur mengenai 
pemerintahan daerah, antara lain: 
46 
 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite 
Nasional Daerah. 
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok    
Pemerintahan Daerah. 
c.  Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 
tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.  
d.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah. 
e.  Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tentang 
Pemerintahan Daerah. 
f.  Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang 
DPRD-Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.  
g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah. 
h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.  
i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan daerah. 
j. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
(Kansil, 1979). 
 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang 
dibuat di era reformasi kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah yang dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah melaksanakan asas desentralisasi berdampingan asas 
dekonsentrasi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah lebih mengutamakan desentralisasi. 
Adapun pokok pikiran dalam penyusunan Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :  
a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip 
pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan 
dekonsentrasi adalah Daerah Provinsi, sedangkan Daerah yang 
dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten 
dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas 
desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan 
kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.  
c. Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam 
Daerah otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada 
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di dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah 
Otonom atau dihapus. 
d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebagai wilayah 
administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kedudukannya 
diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.  
 
Sejalan dengan waktu diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999, tidak lama kemudian dibuatlah revisi Undang-undang Nomor 22 tersebut 
yang menciptakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga tentang 
Pemerintah Daerah. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di 
samping karena adanya Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan dan Keputusan 
MPR. 
Secara garis besar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur lebih 
rinci atau detail mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya 
masing-masing.seperti yang tertuang dalam dasar pemikiran Undang-undang 32 
Tahun 2004 dimana pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, serta perlu memperhatikan 
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Aspek hubungan 
wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan 
secara adil dan selaras. 
 
2. Sistem Otonomi Daerah   
Sistem otonomi yang pokok pada umumnya dikenal ada 2 (dua) macam, 
yaitu: 
a. Sistem Otonomi Materiil, atau pengertian rumah tangga materiil 
(materiiele huishoudingsbegrip). 
b. Sistem Otonomi Formil, atau pengertian rumah tangga formil 
(formeele huishoudingsbegrip). 
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Di samping itu, ada juga sistem lain yang merupakan kompromi antara 
kedua sistem itu, yaitu: Sistem Otonomi Riil, atau pengertian rumah tangga riil 
(riele huishoudingsbegrip). 
a. Sistem Otonomi Materiil 
Dalam pengertian sistem otonomi materiil, antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah ada pembagian tugas (wewenang dan 
tanggung jawab) yang eksplisit (diperinci dengan tegas) dalam 
Undang-Undang pembentukan daerah. Artinya, otonomi daerah itu 
hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu persatu, jad i 
bersifat definitif. Hal itu berarti pula, apa yang tidak tercantum dalam 
Undang-Undang pembentukan daerah, tidak termasuk urusan 
Pemerintah Daerah Otonom, tetapi urusan Pemerintah Pusat.  
b. Sistem Otonomi Formil 
Di dalam pengertian sistem otonomi formil, tidak ada perbedaan sifat 
antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan 
oleh daerah-daerah otonom. Hal ini berarti apa yang dapat dilakukan 
oleh negara (pemerintah pusat). Pada prinsipnya dapat dilakukan oleh 
daerah-daerah otonom. 
c. Sistem Otonomi Nyata  
Dalam sistem ini penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan 
kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai 
dengan kebutuhan atau kemampuan yang riil dari daerah maupun 
Pemerintah Pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. 
Bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab), hal itu semata-
mata disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti 
efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Artinya, pembagian tugas itu 
tidaklah disebabkan materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi adanya keyakinan 
bahwa kepentingan daerah-daerah dapat lebih baik dan berhasil (lebih efisien) 
apabila diselenggarakan sendiri oleh daerah-daerah itu masing-masing dari pada 
oleh Pemerintah Pusat. 
Dalam sistem otonomi formil yang demikian tadi, maka tidak terdapat 
perbedaan sifat materi yang diurus oleh daerah-daerah sebagai masyarakat hukum 
yang lebih kecil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar. 
Perbedaan tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-bentuk peraturan 
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tertentu. Demikian pula, dalam sistem formil tidaklah secara apriori ditetapkan 
apa yang termasuk rumah tangga daerah otonom. Tugas dari daerah otonom 
secara normatif tidak terperinci di dalam undang-undang pembentukannya, tetapi 
ditentukan dalam suatu rumusan yang umum saja. Rumusan umum itu hanya 
mengandung asas-asas saja, sedangkan pengaturan yang lebih lanjut diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tetapi 
bergantung dari keadaan, waktu dan tempat. 
Oleh karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan 
pada keadaan yang riil di dalam masyarakat, membawa konsekuensi bahwa 
tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan 
masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya , tugas 
yang telah menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang 
perlu, dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. Krishna dan Umbu Rauta 
(2003:1922). 
 
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Kabupaten dan Kota yang selama ini berkedudukan sebagai wilayah 
administratif dan juga sebagai daerah otonom telah berakhir karena konstelasi 
pemerintahan sedemikian itu cenderung mematikan kreativitas dan inovasi daerah 
dalam mengembangkan daerahnya. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang 
kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 status kabupaten dan kota 
tidak lagi sebagai wilayah administratif tetapi hanya sebagai daerah otonom 
dengan kewenangan yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 
Dengan demikian terjadi perubahan penyebutan dari kotamadya menjadi kota 
karena kotamadya mengandung konotasi tingkatan kota dalam arti kota kecil, kota 
sedang, dan kota besar padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain itu 
istilah kabupaten yang dahulunya mengandung konotasi wilayah administratif, 
sekarang hanya mengandung arti daerah otonom. Dalam hubungan ini maka 
otonomi luas diberikan kepada kabupaten/kota, sehingga masing-masing daerah 
kabupaten dan kota dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menentukan 
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kemajuan dan perkembangan daerahnya dengan tetap menjaga kesatuan bangsa 
Indonesia. Kewenangan daerah Kabupaten dan daerah kota di wilayah laut, 
sebagaimana yang dimaksud di atas, adalah sejauh sepertiga dari wilayah 
kewenangan Provinsi.  
Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah 
untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota menurut 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi: 
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman umum; 
4. Penyediaan sarana dan prasaran umum 
5. Penanganan bidang kesehatan 
6. Penyelenggaraan pendidikan 
7. Penanggulangan masalah sosial 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
10. Pengendalian lingkungan hidup; 
11. Pelayanan pertahanan 
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 
14. Pelayanan administrasi penanaman modal 
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.      
 
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 
daerah yang bersangkutan.  
Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi luas kepada daerah kabupaten 
dan kota, maka kabupaten dan kota yang lemah akan mengalami proses 
penggabungan sehingga merupakan daerah otonom yang kuat dan akan benar-
benar mampu berotonomi dalam arti sesungguhnya mandiri. Dengan demikian 
tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota yang akan datang akan 
semakin berat dan kompleks apalagi harus mempunyai daya saing yang tinggi.  
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kehendak untuk melakukan reformasi dalam kehidupan politik didaerah 
tampaknya merupakan sebuah kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan 
daerah, hal tersebut tidak dapat ditepis begitu saja oleh siapapun dalam situasi di 
mana masyarakat juga mengalami perubahan yang signifikan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam koridor 
kewenangan otonomi daerah.  
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal adanya asas 
kebebasan bertindak (freies ermessen) bagi pemerintahan daerah, dalam berbagai 
aspek perbuatan. Tujuan utama pemberian kebebasan bertindak kepada 
pemerintahan daerah, yakni untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan daerah 
guna merealisasi visi, misi dan strategi, yang telah dicanangkan oleh 
pemerintahan daerah setempat. Salah satu aspek kebebasan bertindak bagi 
pemerintahan daerah tersebut, adalah kebebasan bertindak dalam bidang hukum.  
Partisipasi masyarakat (public participation) pada tatanan pemerintahan 
yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses 
pengambilan keputusan (decision-making process) yang semakin penting di era 
otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah 
membawa perubahan besar dalam setiap segmen penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
Di dalam kurun waktu pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah 
ditengarai banyak melakukan penyimpangan dan kesalahan persepsi mengenai 
otonomi daerah. Sebagian besar implementasi Undang-undang pemerintahan 
daerah hanya mengedepankan orientasi keuangan dengan menciptakan berbagai 
peraturan daerah (Perda) yang menekankan kepentingan ekonomi daripada 
kepentingan pelayanan publik. Berbagai kasus pembatalan Perda yang dilakukan 
pemerintah pusat akhirnya  muncul sebagai suatu kenyataan yang harus di terima 
oleh pemerintahan daerah. Banyak Perda yang telah dibatalkan oleh pemerintah 
pusat karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan 
memberatkan publik. Kenyataan tersebut merupakan suatu realitas faktual dari 
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kecenderungan yang justru tidak sesuai dengan semangat dan filosofi otonomi 
daerah berdasarkan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tegasnya 
otonomi daerah telah dipahami secara salah dan melenceng dari spirit aslinya 
yang hendak mengembangkan kondisi yang menjadi potensi lokal (daerah).  
Eksistensi  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, di satu sisi memberikan peluang yang cukup luas kepada pemerintahan 
daerah untuk mengkreasinya yang kemudian dikemasnya dalam bentuk peraturan 
hukum daerah. Namun demikian di sisi lain penggunaan asas kebebasan yang 
berlebihan dapat mengantarkan pemerintahan daerah terjebak pada suatu 
sikap yang kontra produktif atau negatif, yang pada gilirannya dapat 
menghasilkan produk hukum berupa peraturan hukum daerah yang cacat hukum. 
Peraturan hukum daerah itu dapat berupa keputusan pemerintahan daerah maupun 
peraturan daerah. Dengan demikian eksistensi asas kebebasan bertindak dalam 
sistem pemerintahan daerah bersifat dilematik, yakni di satu sisi dapat bersifat 
positif untuk mengantisipasi kevakuman peraturan hukum daerah, di sisi lain 
dapat bersifat negatif yakni menghasilkan produk hukum yang cacat hukum. 
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah 
yang berupa keputusan pemerintahan daerah maupun peraturan daerah tidak 
terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum, setiap pembentukan peraturan 
hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas 
demokrasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan asas-asas 
umum Perundang-undangan yang baik. 
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